
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, per1u membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar; 

: a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu 
sumber pendapatan . yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada mesyarakat, sehingga per1u pengaturan 

berdasarkan prmsp demokrasi, pemerataan dan keadilan, 

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa dengan ber1akunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga per1u 

ditinjau kembali; 

BUPATI GIANYAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PELA YANAN PASAR 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 5 TAHUN 2011 

Menimbang 

---~~-~~- .....--.-~ --------- 



BUPATI GIANYAR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Gianyar. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku. 

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gianyar. 

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 

8. Pasar adalah tempat atau bangunan tertentu yang dipergunakan sebagai 

tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten Gianyar. 

9. Bangunan Pasar adalah bangunan toko, kios, los dan semacamnya yang 

dipergunakan untuk tempat berdagang atau menyimpan barang dengan 

secara tetap dan teratur, baik yang dibangun oleh pedagang sendiri atau yang 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. 

1 O. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan 

yang lainnya dengan dinding pemisah mulai lantai sampai dengan langit-langit 

yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PELAYANAN PASAR. 

RETRIBUSI TENT ANG DAE RAH : PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan 

memanjang tanpa dilengkapi dinding. 

12. Pelataran I Pedasaran adalah suatu tempat tertentu di luar kios dan los yang 

berada dalam areal pasar di mana barang dagangan ditempatkan untuk 

dijual. 

13. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar tradisional I 

sederhana yang berupa halaman I pelataran, los, kios, dan toko yang dikelola 

Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak 

termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau baden yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya retribusi yang terutang. 

17. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Baden 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, otganisasi social 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Jainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa 

bunga dan/atu denda. 

19. Penyidikan Tindak Pidana di Sidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

-------·---·-- 



Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. 

Pasal5 

BAB 111 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan 

penyediaan fasilitas pasar. 

Pasal4 

(1} Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional 

I sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah 

Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 

(2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. bangunan Pasar Daerah (toko, kios dan los}; dan 

b. pemakaian pelataran I pedasaran dalam pasar untuk tempat berusaha I 
mengadakan transaksi jual beli barang-barang dagangan. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swsta. 

Pasal3 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan 

fasilitas dalam pasar atau areal pasar oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal2 
.1 

BABII 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 



Kelas Pasar 
Tarif Retribusi Sehari (Rp.) /m2 

Kios Dalam 
No & Golongan Luar Los/ 

Toko Los/ Bermobil Senggol 
Dagangan LT.I L T.11 Pela ta ran 

Blok 

I Pasar 

Umum 

1. Kelas I 

Besamya tarif retribusi pelayanan pasar ditentukan sebagai berikut : 

Pasal8 

BABVI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan 

tersebut. 

Pasal 7 

BABV 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Tingkat penggunaan jasa, diukur' berdasarkan luas tempat/lahan pasar yang 
digunakan oleh wajib retribusi, sesuai dengan kelas pasar, jenis fasilitas dan 

penggolongan jenis dagangan. 

Pasal6 

BABIV 

CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA 



(Gianyar, 

Sukawati, & 

Ubud) 

- Gol. A 400 300 250 500 1.000 - - 
- Gol. B 350 250. 200 450 950 2.500 750 
- Gol. C 300 200 150 400 900 2.250 750 
- Gol. D 250 150 100 350 850 2.000 750 
- 

2. Kelas II 

(Payangan, 

Blahbatuh, 

Tegallalang, 

Tampaksiring) 

- Gol. A 300 250 200 300 1.000 - - 
- Gol. B 250 200 150 250 900 2.000 750 
- Gol. C 200 150 125 200 800 1.750 750 
- Gol. D 150 125 100 150 700 1.500 750 

II PasarSeni - 1.000 800 1.000 - - 750 

Ill Pasar 

Hewan 

- Pedagang - - - 7.000 4.000 10.000 - 
Babi 

- Pedagang - - - 4.000 2.500 5.000 - 
ltik 

- Pedagang - - - 3.000 2.500 5.000 - 
Ayam 

- Hewan - - - 2.500 2.000 5.000 - 
Lainnya 

- Pedagang 300 250 - 2.500 2.000 5.000 750 
Golongan 

B 



Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Wajib Retribusi wajib membayar I melunasi 

retribusi yang terutang. 

Pasal 12 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa karcis. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 10 

BAB VII 

WILA YAH PEMUNGUTAN 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) delakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
J 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal9 



{1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

Pasal 15 

BABX 

TATA CARA PENAGIHAN 

Dalam ha/ wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan STRD. 

Pasal 14 

BABIX 

SANKSI ADMIN1STRATIF 

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas. 

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit yang ditentukan 

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
J 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling 

lambat 1 x 24 jam. 

(4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan 

dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan tempat 

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 13 



(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

Pasal 17 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, 

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila : 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retibusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitk.an surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat 

teguran. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 16 

BABXI 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, 

Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. 

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat 

yang ditunjuk. 



( 1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang Retribusi Oaerah ; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksa 

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 

pada huruf e ; 

Pasal 18 

BABXII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Gianyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal20 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

{1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 

Pasal 19 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 

Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi ; 

j. menghentikan penyidikan ; ~an 

k. memanggil orang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 



Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal5 

Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 

dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 

2007 Tentang Retribusi Pasar pertu diadakan harmonisasi. 

Dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatnya pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Gianyar, diperlukan upaya menggali dan 

meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dart sektor 

retribusi yang salah satu diantaranya adalah retribusi pasar, sehingga 

kemandirian pemerintah kabupaten dalam hal pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang pertu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 

I. UMUM 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMG>R 5 TAHUN 2011 

TENT ANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

PENJELASAN 



golongan D - alat-alat upacara 

- barang kerajinan dari tanah liat 

- barang kerajinan anyam-anyaman 

- barang-barang bekas 

- buku-buku, majalah dan koran 

- alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian 

- ikan hias 

- tanaman hias 

- canang 

golongan C - hasil bumi, makanan hasil industri 

- tahu, tempe 

- minyak goring, minyak tanah 

- jenis buah-buahan, kelapa 

- gula pasir, gula kelapa, kopi 

- warung makan, dagang nasi, warung kopi 
- jenis-jenis jajan 

- jenis rempah-rempah 

/ 

golongan B - batik/lurik, meriltowe, konveksi, pakaian tradisonal 

- jenis barang kerajinan dari kulit 

- barang-barang pecah belah, plastik, palen-palen 

- barang-barang bahan bangunan 

- barang-barang elektronik/arloji 

- bahan-bahan kimia 

- obat-obatan 

- jenis-jenis daging hewan (kambing, sapi, babi, ayam, 

itik, dan hewan lainnya 

- lkan asin, telur 

Pasal6 

Yang dimaksud dengan penggolongan jenis dagangan adalah : 

golongan A - logam mulia, batu mulia, tektil (textil), mobil, sepeda 

motor 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 

Pasal7 

Cukup jelas. 

Pasal8 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
( 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal20 

Cukup jelas. 

Pasal21 

Cukup jelas. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 5 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 16 Oktober 2011 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 16 Oktober 2011 

BUPATI GlANYAR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya' dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal21 

-~---~---------~.-------------~ - . ~- -·- - r 


